
 

BUPATI BULUNGAN  

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  

NOMOR 16 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BULUNGAN, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kriteria 

pemberian hibah, dan mekanisme pembayaran 

bantuan sosial, perlu dilakukan penyesuaian 

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata 

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring 

dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring 

dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 No. 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756);); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta 

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita 

Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 33); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN 

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 

Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 

dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

(Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 

33) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah 

kepada: 

a. pemerintah pusat; 

b. pemerintah daerah lainnya; 
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c. badan usaha milik negara; dan 

d. BUMD; 

e. Badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan 

yang berbadan hukum Indonesia; dan 

f. partai politik. 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 

kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan 

urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

(3) Belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci 

menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada 

program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai tugas dan 

fungsi SKPD terkait. 

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran 

program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah 

sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas 

keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk 

masyarakat. 

(5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memenuhi kriteria paling sedikit: 

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; 

c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, 

kecuali: 

1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan 

Daerah sepanjang tidak tumpang tindih 

pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan 

belanja negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
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2. Badan dan Lembaga yang ditetapkan oleh 

pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

3. partai politik; dan/atau 

4. ditentukan lain oleh peraturan perundang- 

undangan. 

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah 

dalam mendukung terselenggaranya fungsi 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; 

e. untuk operasional kegiatan sebesar 10 % dari dana 

hibah yang diterima seperti: perjalanan, rapat-rapat, 

pembelian bahan bakar minyak; dan 

f. memenuhi persyaratan penerima hibah. 

(6) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dapat digunakan untuk membiayai sebagai berikut: 

a. pembelian lahan; 

b. gaji bulanan pengurus kecuali untuk honorarium 

pelaksana kegiatan dan/atau diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c. pembayaran sewa/kontrak kantor sekretariat dan 

d. pembelian barang/peralatan yang tidak berkaitan 

dengan kegiatan penerima hibah kecuali diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 32 

(1) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan 

mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan cara 

ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan sosial, 

kecuali kepada penerima bantuan sosial penyandang 

disabilitas dan lanjut usia mekanisme pembayarannya 

dilakukan secara cara tunai. 
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(2) Dokumen pencairan dilengkapi dengan verifikasi 

kelengkapan dan keabsahan berkas dari SKPD terkait 

sebagai pemberi rekomendasi. 

(3) Berdasarkan persyaratan administrasi pencairan yang 

disampaikan penerima bantuan sosial dan hasil 

penelitian kelengkapan dokumen, Kepala SKPD terkait 

melakukan pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang 

dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh 

bendahara pengeluaran SKPD. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bulungan.  

 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 28 Mei 2024 

BUPATI BULUNGAN, 

 

ttd 

 

SYARWANI 

 

 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 28 Mei 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

 

ttd 

 

RISDIANTO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 16 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

 
 

SUROSO, SE 
Pembina Tingkat I / IVB 

NIP. 19700310 199303 1 008 


